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Abstract 

This research a analyze treatment notary in receiving the foundation founded before enactment of laws about 

foundation .The kind of research this is doctrinal , use 2 ( two ) approach relevant to the problems the treatment 

against foundation , foundation harmed by losing owned assets formerly because no foundation nominates 

assets formerly into the deed of establishment premisse / adjustment that belong to the foundation later in 

then a notary can be reported to local control assembly bonding notary indonesia ( this ) , the superintendent of 

region assembly bonding notary indonesia ( this ) assembly of honor as wel l as a bond notary indonesia ( this 

) for having violated article 15 subsection 2 letter e the law number 2 year 2014 about the tenure of a notary

Keyword :  Foundation, Due to legal foundation, notary
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A. Pendahuluan

hukum kebiasaan. Meskipun demikian selama itu 

harta sendiri antara lain harta benda hibah, maka 

tersebut merupakan suatu badan hukum dan doktrin 

(pendapat para pakar), beberapa pakar hukum 

bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 

dapat dikatakan sebagai badan hukum, berarti 

berikut : 

dalam hubungan-hubungan hukum

pengadilan

melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan 

hukum i tu tercakup dalam maksud dan tujuan 

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai 

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan 

Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas 

nirlaba.

disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana 

telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumukan 

ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap 

diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu 

paling lambat 3 (tga) tahun terhitung sejak tanggal 

Undang-undang ini mulai berlaku. 
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dengan Pihak ketiga dan mempermudah pengambil 

sengketa.

terlebih dahulu dan mengajukan pengesahan badan 

dalam membuat setiap akta harus diusahakan benar, 

Notaris dalam membuat akta sehubungan dengan 

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP) 

tersebut dibuat.

salah kalau demikian dipakai sebagai acuan dasar 

pertimbangan putusan pengadilan, bisa berakibat 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut 

dalam permasalahan ini hendak dibahas Apakah 

akibat hukum dalam hal Akta sehubungan dengan 

tersebut dibuat.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan konsep 

dan berlaku universal, jenis penelitian ini adalah 

meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

historical approach) dan 

pendekatan kasus (case approach).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Setiap notaris harus menguasai ilmu hukum 

tidak diakui sebagai badan Hukum dengan tidak 

Pengadilan Negeri, atas permohonan Kejaksaan atau 

dapat memperoleh status badan hukum dengan cara 

Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan 

(satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang 

ini mulai berlaku

berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan 
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sebagai badan hukum, masih harus diperhatikan 

Notaris dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri 

dari Pengageng Kraton berdasarkan akta Pangrila 

dasar pertimbangan guna memudahkan administrasi 

kemudian diatasnamakan Sutanto. 

Melati  tersebut dengan dasar pertimbangan 

dunia. Namun guna mengantisipasi agar ahli waris 

peminjaman nama untuk mempermudah pengurusan 

administrasi sehingga tidak merupakan objek harta 

warisan.

nama ke Kementerian Hukum &  HAM namun 

ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM karena 

Melati Jakarta didirikan atas nama Bandi Waseso 

Melati Surakarta dan bertujuan apabila Pengurus 

sesuai dengan Undang-Undang akan ditolak oleh 

Kementrian Hukum & HAM.  lalu disarankan bila 

Melati di Surakarta diganti dengan dibuatkan akta 

Susanti Pustika, membuat Akta Pendirian baru, tetapi 

dari Pangrila tidak dimasukkan dalam Anggaran 

berupa bidang tanah kemudian apabila bila Budi 

tujuan untuk memudahkan administrasi saja, sedang 

peringatan terkai t penggunaan pinjam nama 

administrasi. 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 
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serta Surat dari  Balai  Pelestarian Peninggalan 

bahwa objek sengketa tersebut menjadi mi l i k 

Namun Dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Surakarta dimenangkan oleh ahl i waris. Dalam 

putusan Pengadi lan Negeri  Surakarta, Hakim 

Pengadilan Negeri  Surakarta menolak gugatan 

namun dalam tingkat banding, Hakim Pengadilan 

sebagai badan hukum merupakan hasil kreasi hukum 

dan oleh karena itu adalah suatu  

dari keberadaan anggota Pembina, Pengurus, maupun 

Pengawas. Sekalipun mereka berganti, pergantian 

“ persona standi in judicio” .

terkait dengan melanggar atau bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang maupun PP sehubungan 

dibedakan menjadi :

tersebut Batal demi hukum

tersebut dapat dimintakan pembatalan

dimintakan pembatalan, di dalam praktek kedua-

bermuara menjadikan Akta Notaris (termasuk Akta-

menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan 

tidak mengikat siapapun atau pihak manapun. Yang 

berwenang untuk memohon kepada Pengadilan agar 

Akta-akta Notaris tersebut dibatalkan adalah pihak 

tersebut.

melanggaran atau bertentangan dengan Undang-

atau menerima pemberitahuan) akta-akta Notaris 

dimaksud. Namun dalam praktek permohonan 

pembatalan terhadap Akta Notaris sehubungan 

telah disetujui Menteri dan atau pemberitahuan 

dikabulkan.

disetujui , tidak berkenan membatalkan surat 

Undang-Undang maupun PP sehubungan dengan 

dirugikan karena apabila Prosedur pembatalan Akta 

Notaris tersbut harus melalui tuntutan Pengadilan, 

Menteri  Hukum dan HAM republ ik Indonesia 

untuk membatalkan pengesahan atau persetujuan 

Notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum 
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dimiliki, dikarenakan Akta sehubungan dengan 

tersebut merupakan Akta Pengesuaian Anggaran 

Akibat hukum terhadap akta Notaris bahwa 

dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang atau 

akta pendirian baru, dikarenakan dibuatkan akta 

pendirian baru membuat akta tersebut dibuat tidak 

tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang 

permohonan kepada ketua Pengadi lan Negeri 

dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM 

dengan melampirkan putusan pengadilan terkait 

bisa mencabut tanpa harus mendasarkan kepada 

ketetapan pengadilan, mencabut Surat Ketetapan 

Persetujuan Penerimaan Pemberitahuan dan tidak 

apabila terbukti bahwa akta tersebut dibuat tidak 

atau bertentangan dengan Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah.

dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah 

Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan 

D. Simpulan

Bahwa terdapat beberapa akibat hukum 

dibuat tidak mendasarkan ketentuan hukum, akibat 

keputusan menjadi salah karena akta tersebut salah 

ketentuan peraturan perundang-undangan. terhadap 

terhadap Notaris, dikarenakan Notaris dapat digugat 

kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris 

Notaris Indonesia (INI) serta Majelis Kehormatan 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) karena Notaris telah 

E. Saran

Diharapkan Notaris harus lebih tel i ti  dan 

berhati-hati terkait dengan pembuatan akta pendirian 
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dapat berakibat akta tersebut bermasalah dikemudian 

hari.

Bahwa Notaris harus membuat akta sehubungan 

mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

Daftar Pustaka

Lembaga Kenotariatan 

Indonesia (Perspekti f Hukum dan Etika). 

Kedudukan Yayasan di 
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Pr i nsip-pr insip Dasar  Profesi  Notar i s, 

Yayasan ;  Pr i odi sasi  dal am 

Pembuatan Akta, Mal  Pr aktek Dal am 

Pembuatan Akta

Media.

Kebatalan dan Degradasi 

Kekuatan Bukti  Akta Notar is Serta Model 

Aktanya, Makalah disampaikan dalam 

Aspek Pertanggung Jawaban 

Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung :  
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tentang Pelaksanaan Undang- undang tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 


